| BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4< /DPPKDA TAHUN 2011
TENTANG

PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Me*mjmbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di
* lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu Penetapan Kode Lokasi
dan Kode Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kode Lokasi dan
Kode Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

1 Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tnggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515;

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

15.

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);
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16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4503);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Manajemen Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor
Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah;

23.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2007 Nomor 12};

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2008 Nomor 6);

25.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 06);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009
Nomor 7);

27.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2011 Nomor 01);

28. Peraturan- Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 01};

MEMUTUSKAN:

Mehetapkan :

:Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran Il sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
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KEDUA : Kode Lokasi dan Kode Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

dipergunakan dalam rangka pemberian kodefikasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Bungo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NG W

l Ditetapkan di Muara Bungo
| pada tanggal 1§ 445{\;6«4\”!' 2011

WM AS\“\iT-SP ME

TEMBUSAN:

Yth. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di
Jakarta;

g Yﬁh Gubernur Jambi di Jambi;

Y}th Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi;
th. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi di Jambi;

h. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi; dan
th. Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bungo.

. ih. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo;
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SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Created hy: Biﬂan& Aset DPPKDA Kabupaten Bungo Kodefikasi Lokasi Barang Daerah

H. SUDRIMAN ZAINI
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